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Abstrak 
Studi tentang ultra petitum partium dalam kasus perceraian No. 250/Pdt.G/2015/PA.Sgm di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 
kualitatif yang menggunakan studi literatur dan wawancara untuk memperoleh data, masih di 
jalur yang benar meskipun menyimpang dari apa yang telah dijelaskan di kompilasi hukum 
Islam seperti dalam petitum dari permintaan hakim menghukum mantan suami dengan 
memaksakan kehidupan iddah dan mut'’ah berdasarkan hak ex officio dari hakim nikah siapa 
tidak ada hubungan hukum antara suami dan istri (qabla al-dukhūl) sedangkan ketentuan 
hakim bisa mengecualikan larangan untuk memaksakan vonis di luar tuntutan para pihak jika 
kasus tersebut berhubungan seks (ba'da al-dukhūl) seperti muncul pada pasal 149 (KHI) huruf 
a) dan b), pada konsekuensi dari kehancuran pernikahan. Sedangkan pertimbangan 
fundamental hakim digunakan dalam kasus perceraian No. 250/Pdt.G/2015/PA.Sgm antara 
lain: 1) UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) adalah sebuah lex aturan khusus, 2) Hakim 
memiliki kekuasaan untuk menciptakan hukum (hakim membuat hukum), 3) hakim dianggap 
sebagai faktor de facto dalam mengabulkan permintaan sederhana (4) Kompilasi hukum 
Islam, Pasal 149 huruf a) dan b), tentang hasil kerusakan pernikahan. 
Kata Kunci: Ultra Petitum, Perceraian, Talak. 
Abstract 
Study of the ultra petitum partium principle in divorce cases no. 250/Pdt.G/2015/PA.Sgm 
Religious Court of Sungguminasa Class 1B. The author uses this type of qualitative 
descriptive research which uses literature studies and interviews to obtain data, always on the 
right track even if it deviates from what was described in the compilation of Islamic law as in 
the petitum of the judge's request to punish the ex-husband by forcing the life of iddah and 
mut''ah on the basis of the ex officio rights of the marriage judge to whom there is no legal 
relationship between husband and wife (qabla al-dukhūl) while the provisions of the judge 
may exclude the prohibition of imposing a sentence beyond the demands of the parties if the 
case has sexual relations (ba'da al-dukhūl) such as 'it appears in letters a) and b) of article 
149 (KHI), on the consequences of the breakdown of marriage. Meanwhile, the basic judges 
considerations used in Divorce Case No. 250/Pdt.G/2015/PA.Sgm include: 1) The Marriage 
Act (Act No. 1 of 1974) is a lex of special rules, 2) judges have the power to make the law (the 
judge makes the law), 3) the judge is considered a de facto factor in granting simple requests 
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(4) Compilation of Islamic Law, article 149 letters a) and b), regarding the results of 
marriage damages. 
Keywords: Ultra Petitum, Divorce, Talak. 
 
A. Pendahuluan 
Hukum Islam memberikan kekuasaan mutlak untuk menyatakan bahwa yang bercerai 
adalah suami, tetapi istri juga berhak menyatakan berpisah dari suaminya. Jika seorang 
suami menceraikan istrinya dalam sistem hukum Islam di Indonesia disebut permohonan 
cerai, tetapi jika seorang istri ingin berpisah dengan suaminya disebut gugatan cerai 
karena yang memiliki hak talak adalah suami.1 
Ikatan perkawinan yang putus karena suami melakukan talak memiliki beberapa akibat 
hukum berdasarkan Pasal 169 KHI, yaitu sebagai berikut: 
1. Pemberian mut’ah (sesuatu) yang pantas kepada mantan istrinya, berupa uang atau 
barang, kecuali mantan istrinya qabla al-dukhul; 
2. Memberikan nafkah, makanan dan kiswah (tempat tinggal dan sandang) kepada 
mantan istri selama iddah, kecuali jika mantan istri telah dikenakan talak ba’in 
atau nusyuz dan iddah, kecuali mantan istri telah menerima talak ba’in atau nusyuz 
dan tidak hamil. 
3. Membayar kembali mahar yang masih jatuh tempo dan setengahnya jika qabla al-
dukhul; 
4. Memberikan biaya hadlanah (pengasuhan bayi) untuk anak-anak yang belum 
mencapai usia 21 tahun.2 
Salah satu asas yang wajib diperhatikan dalam proses penyelesaian sengketa mengenai 
cerai talak adalah asas ultra petitum partium, hakim wajib mengadili semua bagian 
tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau 
 
1Aulia Muthiah, Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum 
Keluarga, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2017), h. 105. 
2Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika), h. 77. 
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mengabulkan melebihi dari yang dituntut. Asas inilah yang lazim dikenal sebagai asas 
ultra petitum partium.3  
Pada hakekatnya hakim hanya diminta atau diharapkan untuk mempertimbangkan benar 
tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya tanpa perlu tahu akan hukumnya. Untuk 
mengetahui hukumnya, ia dapat menanyakan kepada ahlinya. Pada umunya hukum 
perdata materiil membuka kemungkinan untuk penafsiran. Namun tidak demikian 
halnya dan tidak demikian seharusnya dengan Hukum Acara Perdata yang pada asasnya 
bersifat mengikat.4 
Maka oleh karena itu hakim sebagai stabilisator hukum harus sungguh-sungguh 
menguasai Hukum Acara Perdata. Kurangnya pengetahuan tentang hukum acara pada 
umumnya atau Hukum Acara Perdata pada khususnya atau tidak menguasainya Hukum 
Acara merupakan salah satu faktor terhambatnya jalannya persidangan.  
Berdasarkan pasal 178 HIR/189 RBg (3), hakim dilaranf menjatuhkan putusan atas hal-
hal yang diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Ini berarti Hakim 
dilarang memberikan putusan yang tidak diminta atau melebihiyang diminta. Hal ini 
dalam Hukum Acara Perdata dikenal dengan istilah ultra petita/ultra petitum partium.5 
Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 
250/Pdt.G/2015/PA.Sgm tentang yang mengandung unsur Ultra Petitium Partium, 
majelis hakim memutuskan menolah permohonan talak Pemohon. Dasar pertimbangan 
Hakim memutuskan hal ini dengan alasan permohonan talak Pemohon tidak berdasarkan 
dan beralaskan hukum karena dalam persidangan ditemukan fakta adanya hubungan 




3Hartini, Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Beracara Di 
Pengadilan Agama, Mimbar Hukum, XXI, (2 Juni 2009), h. 382. 
4Mertokusumo, Hukum Acara, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 5-6. 
5M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Yayasan 
Fajar Islam Indonesia, 2007), h. 57. 
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B. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menginterpretasikan dan 
mendeskripsikan data yang berkaitan dengan keadaan saat ini, sikap dan pandangan 
yang terjadi dalam suatu masyarakat, kontradiksi antara dua kejadian atau lebih, 
hubungan antara individu dan variabel yang muncul dari perbedaan fakta yang ada 
dengan fakta yang ada dan pengaruhnya terhadap kondisi. Dengan pendekatan induktif, 
dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan, wawancara, selain itu penulis 
juga melakukan studi literatur dengan menelaah buku, literatur dan peraturan perundang-
undangan. Menganalisis dokumen hukum yaitu penulis menggali, menganalisis dan 
menemukan segala peraturan perundang-undangan yang mengatur semua aspek asas 
hukum Islam dan hukum perkawinan. 
C. Hasil dan Pembahasan 
1.     Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memutus 
perkara Nomor: 250/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tentang Putusan Ultra Petita dalam 
Perkara Cerai Talak 
Hukum islam terdiri atas dua kata yakni hukum dan islam. Hukum seperti dikemukakan 
oleh para ahlinya selalu tidak dapat didefinisikan secara tuntas. Oleh kerena itu, 
kesepakatan yang diperoleh para ahli hukum ialah bahwa tidak mungkin mendefinisikan 
hukum yang demikian banyak aspeknya dengan kata-kata hingga tuntas. Namun, guna 
memberikan gambaran secara garis besar dan untuk lebih memudahkan pemahaman 
terhadap konsepsi selanjutnya, dikutip pendapat Abdurrauf mengenai hukum. 
Menurutnya, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri atas ketentuan-ketentuan 
suruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan atau hak. Menurut abu a’la al-
maududi bahwa secara teknis istilah hukum hanya diterapkan pada peraturan-peraturan 
yang dapat ditegakkan oleh kekuasaan memaksa dari negara. Menurutnya, tidak seorang 
pun yang berusaha memahami hakekat hukum yang sebenarnya, dapat merasa puas 
hanya dengan membatasi perhatiannya kepada hukum-hukum semacam itu saja. Dia 
perlu mempertimbangkan pedoman-pedoman moral dan sosial yang diajarkan oleh suatu 
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ideologi tertentu, karena hanya dengan inilah dia mampu menghayati semangat dan 
sasaran hukum, untuk membentuk suatu pendapat kritis mengenai untung ruginya.6 
Secara umum hukum perkawinan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 , bagi yang beragama Muslim juga lebih rinci 
dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. KUHPerdata masih 
menganut konsepsi hukum Barat sehingga lebih disempurnakan dalam dalam UU 
Perkawinan No 1 Tahun 1974. UU Perkawinan berlaku bagi agama apapun yang ada di 
Indonesia. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam berlaku bagi ummat Muslim tentunya. 
Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ditegaskan bahwa : 
Perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum Agama masing- masing dan 
kepercayaannya itu. Penjelasan UU Perkawinan mengenai Pasal tersebut adalah: dengan 
perumusan pada Pasal 2 ayat 1 tersebut, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 
Menyimak ketentuan di atas beserta penjelasannya maka sahnya pernikahan apabila 
dilakukan menurut agama masing-masing. Pernikahan yang syarat-syarat dan 
ketentuannya dibolehkan oleh agamanya maka pernikahannya pun sah menurut hukum. 
Bagi seorang Muslim berlaku hukum yang bersumber dari al-Quran dan Hadits. Nabi 
Muhammad SAW, tetapi secara positif masalah perkawinan, seorang Muslim terikat 
kepada Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991).7 
Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dapat mengenyampingkan larangan 
menjatuhkan putusan tampa adanya tuntutan dalam perkara tersebut, adalah:  
a. Undang-Undang Perkawinan, (UU Nomor 1 Tahun 1974) merupakan aturan lex 
specialis  
b. Hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (judge made law).8 
 
6Patimah, Studi Kritsi terhadap Pertautan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum 
Nasional, (Cet. I; Samata: Alauddin University Press, 2011), h. 17. 
7Istiqamah, Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Istiqamah Suami Istri yang Beda 
Agama, (Jurnal Jurisprudentie; Volume 4 Nomor 1 Juni, 2017), h. 55. 
8Muh. Fitrah Abu Bakar, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Klas IB, Wawancara, PA. 
Sungguminasa 13 Agustus 2020. 
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Dalam perkara cerai talak No. 250/Pdt.G/2015/PA.Sgm Terdapat pertimbangan Majelis 
Hakim yang perlu dikalrifikasi kembali terkait penambahan hukuman kepada bekas 
suami (Pemohon) untuk membayar mut’ah sejumlah Rp 3.000.000 Rp.  
Adapun pertimbangan tersebut terdapat Pada BAB XVII Kompilasi Hukum Islam, 
menjelaskan Akibat Putusnya Perkawinaan pasal 149 huruf (a), bilamana perkawinan 
putus karena talak, maka bekas suami wajib, memberi mut’ah yang layak kepada bekas 
istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhūl.9  
Dalam hal ini Fitrah Abu Bakar, memberikan jalan keluar terhadap permasalahan 
tersebut yaitu, pemberian mut’ah bisa saja terjadi apabila bekas suami yang ingin 
memberikan mut’ah kepada bekas istrinya, kemudian hakim dapat menetukan jumlah 
mut’ah yang akan diberikan kepada bekas istrinya dengan syarat sesuai dengan 
kemampuan suami.10  
Akan tetapi jika melihat fakta selanjutnya bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah 
iddah dan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) akan 
tetapi dalam amar putusan hakim malah menambah jumlah mut’ah yang sebelumnya 
hanya berjumlah 1.000.000, (satu juta rupiah) menjadi Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah).  
Dengan pertimbangan bahwa Pemohon terbukti mempunyai penghasilan yang tetap. Hal 
ini berdasarkan ketentuan syariat Islam yang menyerahkan penentuan kadar nafkah 
mut’ah kepada kebiasaan masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi 
suami hal ini telah di jelaskan sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 
236 
ََلَُناَفر يَضةاناطَلَاۡيُكۡماإ اُجَناَحاَعلَاَّلا اََتَسُّوُهَناأَۡواتَ ۡفر ُضواْا ااۡقُتُماٱلن  َسٓاَءاَمااَلَۡ ع  َقَدرُُهۥاَوَعَلىاَوَمت  ُعوُهَناَعَلىاٱۡلُموس 
ن نَياا اَحقًّااَعَلىاٱۡلُمۡحس  ااب ٱۡلَمۡعُروف ِۖ اٱۡلُمۡقِت  اَقَدرُُهۥاَمتَََٰعَۢ
Terjemahnya:  
Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-
isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan 
 
9Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama, 
(Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), h. 1052. 
10Muh. Fitrah Abu Bakar, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Klas IB, Wawancara, PA. 
Sungguminasa 13 Agustus 2020. 
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maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. 
orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut 
kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu 
merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.11 
Dalam penentuan kadar jumlah mut’ah tersebut Majelis Hakim menetukan berdasarkan 
kemampuan suami untuk membawa uang belanja dalam perkawinan yang lain. Karena 
terbukti Pemohon mampu memberikan uang belanja kepada perempuan lain sejumlah 
Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).12  
Hal ini tentunya tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan jumlah nafkah mut’ah 
yang harus ditanggung oleh pemohon karena penentuan kadar mut’ah haya dapat 
dipertimbangkan dengan pendapatan suami dan lamanya menjalin hubungan antara 
suami istri bukan ditentukan karena Pemohon mampu memberikan uang belanja kepada 
perempuan lain. Selanjutnya Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat 
terjadinya perceraian karena talak, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan 
kiswah kepada kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi 
talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 
Berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas 
menerangkan bahwa kewajiban bekas suami memberi nafkah iddah hanya kepada bekas 
istri yang tidak dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil. Sedangkan 
dalam perkara cerai talak nomor. 250/Pdt.G/2015/PA.Sgm terdapat beberapa 
pertimbangan hukum yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa, bekas istri dalam 
keadaan tidak hamil. Jika terdapat fakta-fakta hukum bahwa bekas istri dalam keadaan 
tidak hamil, maka hakim dalam perkara ini tidak dapat merujuk kepada pasal 149 huruf 
(b) Kompilasi Hukum Islam. Dan jika perkara tersebut dirujuk pada pasal 149 huruf (b) 
maka hakim setidak-tidaknya harus menambah atau mencantumkan beberapa 
pertimbangan hukum lainnya dalam amar putusannya. Akan tetapi dalam perkara cerai 
talak tersebut tidak terdapat pertimbangan-pertimbangan lain berupa aturan perundang-
undangan maupun doktrin hukum lainnya yang dijadikan penopang untuk menguatkan 
 
11Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 39. 
12Arsip Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, Jl. Masjid Raya Sungguminasa, Putusan No: 
1082/Pdt.G/2019/PA.SGM, diperolah pada tangga 13 Agustus 2020, h. 24. 
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dasar pertimbangannya dalam hal menghukum bekas suami untuk membayar nafkah 
iddah dan mut’ah.  
Menurut peneliti, sekalipun putusan dengan 250/Pdt.G/2015/PA.Sgm masih dalam 
koridor yang dibenarkan dalam hal menambah dan mengabulkan tuntutan yang tidak 
diajukan oleh para pihak akan tetapi peneliti menganggap putusan tersebut tidak dapat 
dijadikan sebagai yurisprudensi untuk menyelesaikan perkara yang semisal dengan kasus 
serupa, karena putusan tersebut masih meninggalkan cela yang memungkinkan bentuk 
putusan seperti ini dapat dijadikan pegangan bahkan dapat dijadikan yurisprudensi bagi 
pelaku pelangaran norma etika yang lain seperti maraknya kasus pelakor yang terjadi 
saat ini. 
2.    Analisis Hukum Acara Perdata terhadap Putusan Pengadilan Agama 
Sungguminasa Nomor:1082/Pdt.G/2019/PA.SGM tentang Putusan Ultra Petita 
dalam Perkara Cerai Talak 
Mengenai perkara Nomor. 250/Pdt.G/2015/PA.Sgm Merupakan perkara cerai talak 
yang diajukan oleh pihak suami yang petitumnya (isi dari tuntutan) memohon untuk 
menjatuhkan talak satu raj’i. Dalam tersebut Pemohon dengan surat gugatannya 
tertangga l7 Maret 2019, mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pinrang yang 
memeriksa, mengadili perkara perdata pada tingkat pertama untuk mengabulkan 
permohonan (Pemohon) Akbar Bin Muh. Basri umur 24 tahun melawan I Lina binti 
Lademmi, umur 19 tahun, yang selanjutnya disebut (Termohon). Dalam posita atau 
duduk perkara yang diajukan oleh pihak Pemohon dengan surat permohonannya 
tertanggal 05 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 
Pinrang Nomor: 1082/Pdt.G/2019/PA.SGM. dijelaskan bahwa antara Pemohon dengan 
Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2018 yang dicatat oleh 
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kab. 
Gowa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0104/021NI2015. tertanggal 27 Mei 2017, 
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa.  
Bahwa hasil pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan 
dikarenakan sesaat setelah akad nikah berlangsung Pemohon pergi meninggalkan 
rumah orangtua Termohon dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Termohon, 
selama 7 bulan yaitu sejak perkawinan berlangsung dan orangtua pemohon pernah 
mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali, akan tetapi 
Pemohon menolak untuk hidup rukun kembali dikarenakan Pemohon dan Termohon 
Analisis Hukum Acara Perdata Tentang Ultra Petitum Partium  
dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa  
(Studi Putusan Nomor 025/Pdt.G/2015/PA.Sgm)  
 
Moch. Ikram Alyansyah, Istiqamah, Patimah 
 
QaḍāuNā Volume 2 Edisi Khusus Oktober 2021 | 1103 
tidak pernah saling menyukai sebab Pemohon terpaksa menikahi Termohon yang 
mengaku telah dihamili oleh Pemohon.13  
Selanjutnya fakta-fakta hukum tersebut dipertimbangkan yang pada intinya sebagai 
berikut:  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat 
bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian 
rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan 
rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga 
Pemohon dengan Termohon;  
Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara 
maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah 
pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena 
Pemohon tetap ingin untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 
antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali 
dalam sebuah rumah tangga; 
Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa 
adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau 
dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang 
berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 
bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama 
yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:  
Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2: 227 
يٌعاَعل يمَقافَإ َناٱّللََاَوإ ۡناَعَزُمواْاٱلطَلََٰا اااَسَ 
Terjemahnya:  
“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah 
Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.14 
Kaidah Fiqhi: “Menghindari kerusakan/kemudharatan perlu diutamakan daripada 
mencari kemaslahatan”.  
Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada 
Termohon sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah).  
 
13Arsip Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, Jl. Masjid Raya Sungguminasa, Putusan No: 
1082/Pdt.G/2019/PA.SGM, diperolah pada tangga 13 Agustus 2020, h. 1. 
14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 42. 
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Menimbang, bahwa Pemohon terbukti mempunyai penghasilan yang tetap dan terbukti 
Pemohon mampu memberikan uang belanja kepada perempuan lain sejumlah Rp 
20.000.000, (dua puluh juta rupiah).  
Menimbang, bahwa pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon 
berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada 
Termohon; 
Menimbang, bahwa atas kewajiban tersebut Majelis Hakim membebani Pemohon 
untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan 
nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah). kepada Termohon, 
keseluruhan berjumlah Rp 6.000.000. (enam juta rupiah).  
Setelah pemeriksaan replik dan duplik dari kedua belah pihak dan hakim telah 
mendengarkan saksi-saksi dari kedua belah pihak, dan telah mengemukakan beberapa 
pertimbangan pada putusan 250/Pdt.G/2015/PA.Sgm. maka Majelis Hakim dapat 
mengadili:  
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.  
2. Memberi izin kepada Pemohon Akbar bin Muh Basri untuk menjatuhkan talak satu 
raj'i terhadap Termohon I Lina binti Lademmi di depan sidang Pengadilan Agama 
Pinrang.  
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada 
Temohon sejumlah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah).  
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan 
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Somba Opu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.  
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 
291.000, (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).15  
Setelah mengamati dan menelaah proses persidangan yang dimulai dari duduk perkara, 
usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, buktibukti, saksi-
saksi serta pertimbangan hakim dengan nomor: 250/Pdt.G/2015/PA.Sgm Peneliti 
menemukan beberapa persoalan yang perlu untuk di klarifikasi terutama dalam 
penerapan asas ultra petitum partium, mulai dari adanya tambahan dalam tuntutan, dasar 
pertimbagan hakim yang bergeser dari ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi 
Hukum Islam serta penggunaan hak ex officio hakim yang tidak tepat yang 
mengakibatkan penggunaan hak ex officio hakim jauh dari koridor yang masih 
dibenarkan oleh peraturan yang mengikat hakim dalam hal penggunaan hak ex officio 
hakim. 
 
15Arsip Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, Jl. Masjid Raya Sungguminasa, Putusan No: 
1082/Pdt.G/2019/PA.SGM, diperolah pada tangga 13 Agustus 2020, h. 10. 
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Dalam perkara nomor: 250/Pdt.G/2015/PA.Sgm yang diajukan oleh Akbar Bin Muh. 
Basri yang berisi: Mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada Pemohon 
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap I Lina binti lademmi selaku Termohon di 
depan sidang Pengadilan Agama, membebankan biaya perkara kepada penggugat atau 
menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.  
Menurut Fitrah Abu Bakar, berpendapat bahwa asas ultra petitum partium yaitu hakim 
tidak boleh memutus selain yang di minta oleh para pihak, kecuali terhadap hal-hal 
yang memang melekat pada seorang isteri. mengenai bolehnya hakim melanggar 
larangan menjatuhkan putusan di luar tuntutan karena adanya hak ex officio hakim 
yang dapat dugunakan dalam perkara perceraian, karena setelah terjadinya perceraian 
masih terdapat hak-hak yang harus dipenuhi baik itu nafkah iddah, nafkah anak, dan 
mut’ah.16 
Putusan yang melebihi tuntutan dianggap mengandung ultra vires, karena hakim atau 
pengadilan bertindak melampaui batas wewenangnya. Akan tetapi, dalam praktek 
beracara di lingkungan Peradilan Agama terhadap perkara-perkara tertentu, hakim 
karena hak jabatannya (ex officio) dapat memutus lebih dari apa yang dituntut, sekalipun 
hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak. Lazimnya hakim menggunakan hak ex officio 
dengan pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan hukum, diterapkan 
pada kasus cerai talak, sebab sebagai bentuk perlindungan hak terhadap bekas isteri 
terkecuali terdapat ketentukan lain dalam undang-undang. Jika merujuk kepada arti 
terkecuali ditentukan lain dalam undang-undang berarti penggunaan hak ex officio hakim 
sangat terbatas.  
Hak ex-officio hakim adalah hak yang melekat karena jabatannya, dimana seorang hakim 
bisa memutus suatu perkara keluar dari aturan baku selama mempunyai dasar hukum 
yang logis dan sesuai dengan peraruran perundangundangan, bahkan tampa adanya 
permohonan Pemohon hakim dapat secara ex officio memberikan hukuman berupa 
pembebanan pada suami untuk memberikan nafkah iddah, nafkah anak, nafkah madiyah 
dan mut’ah kepada isteri, dan pembenanan nafkah di atas harus sesuai dengan 
kemampuan suami.  
 
16Muh. Fitrah Abu Bakar, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Klas IB, Wawancara, PA. 
Sungguminasa 13 Agustus 2020. 
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Menurut Abd. Rasyid, hakim dapat menggunakan hak ex officio karena adanya 
pembebanan yang hanya terdapat dalam perkara perceraian, sedangkan dalam perkara 
lain tidak terdapat pembebanan maka penggunaan hak ex officio tidak dapat digunakan 
dalam penerapan asas ultra petitum. Hakim dapat menggunakan hak ex officio karena 
adanya keterkaitan antara pembebanan dengan pokok perkara dan terdapat peraturan 
perundang-undangan yang memberikan peluang untuk memberikan hak itu atau ada 
dasar hukumnya. Oleh karenanya selain apa yang telah dikemukakan sebelumnya itu 
termasuk ultra petitum dan keliru dalam hal menetapkan suatu hukum atas suatu 
perkara.17  
Dengan kata lain bahwa antara bekas suami dan bekas istri belum pernah terjadi 
hubungan badan, karena sesaat setelah akad nikah langsung berpisah sehingga 
Termohon (I Lina binti lademmi) tidak memiliki masa iddah berarti hak untuk 
mendapatkan nafkah iddah telah gugur dengan sendirinya. Oleh sebab itu, dengan tidak 
adanya masa iddah maka tidak ada kewajiban bekas suami memberi nafkah iddah 
kepada bekas istri.  
Akan tetapi, jika putusan tersebut ditelaah secara mendalam sejak dari jawaban 
Termohon, keterangan saksi-saksi baik dari saksi Pemohon dan saksi Termohon maupun 
pada pertimbangan hakim sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka apa 
yang tergambar dalam amar putusan, dengan No. 1082/Pdt.G/2019/PA.SGM tidak dapat 
dikatakan mengadung ultra petitum partium, karena Majelis Hakim yang menangani 
perkara cerai talak dengan No. 1082/Pdt.G/2019/PA.SGM mengangap bahwa perkara 
tersebut adalah perkara cerai talak ba’da al-dukhūl bukan sebaliknya qabla al-dukhūl.  
D. Penutup 
Petitum permohonan Majelis Hakim menghukum bekas suami dengan menjatuhkan 
nafkah iddah dan mut’ah berdasarkan hak ex officio hakim dalam perkawinan yang 
secara hukum belum terjadi hubungan antara suami istri (qabla al-dukhūl) sedangkan 
adanya ketentuan bolehnya hakim mengenyampingkan larangan menjatuhkan putusan di 
luar tuntutan para pihak apabila perkara tersebut telah terjadi hubungan suami istri 
(ba’da al-dukhūl) sebagaimana yang terdapat dalam (KHI) pasal 149 huruf (a) dan (b), 
tentang akibat putusnya perkawinan. Sedangkan dasar pertimbangan hakim yang 
 
17M. Thoyyip Hp, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Klas IB, Wawancara, PA. Sungguminasa 
13 Agustus 2020. 
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digunakan dalam perkara cerai talak No. 1082/Pdt.G/2019/Pa.Sgm antara lain: 1) UU 
Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) merupakan aturan lex specialis, 2) Hakim 
mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (judge made law), 3) Majelis hakim 
mempertimbangkan faktor de facto untuk dapat mengabulkan permohonan tampa adanya 
tuntutan, 4) Kompilasi Hukum Islam, pasal 149 huruf (a) dan (b), tentang akibat 
putusnya perkawinan.  
Juris facti sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, diharapkan lebih bijaksana dalam 
mengabulkan tuntutan tidak dicantumkan petitum permohonan dan apabila juris facti 
mengabulkan permohonan di luar tuntutan para pihak khususnya dalam perkara cerai 
talak secara ex officio harus berdasarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-
undangan agar tidak keliru dalam memutus atau mengabulkan suatu perkara tampa 
adanya tuntutan. Putusan hakim hendaknya memuat dasar-dasar hukum jelas terkait 
pepengabulan permohonan yang tidak dicantumkan dalam petitum. 
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